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ABSTRAK

Penerapan Hak Asasi Manusia terhadap anak-anak penyandang disabilitas di
sekolah umum masih menimbulkan pertanyaan yang harus dijawab oleh
pihak yang berhubungan langsung dengan masalah tersebut, oleh karena itu
penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu dengan cara wawancara
langsung kepada pihak sekolah-sekolah di kota Samarinda diantaranya
Sekolah Menengah Pertama Katolik 1 WR. Soepratman Samarinda dan Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Samarinda melalui beberapa pertanyaan yang
diajukan secara langsung kepada kepala sekolah maupun yang mewakili
memberikan jawaban-jawaban mengenai masalah perlindungan hak anak-anak
penyandang disabilitas di sekolah. Dari hasil penelitian secara kualitatif
mendapatkan hasil bahwa sekolah sangat menjamin hak-hak setiap anak-anak
penyandang disabilitas di sekolah.

ABSTRACT

Implementation of Human Rights for Children with Disabilities in Public
Schools. The application of human rights to children with disabilities in public
schools still raises questions that must be answered by those who are directly
related to the problem, therefore this research was conducted using a
qualitative method, namely by direct interviews with the schools in the city.
Samarinda including Catholic Junior High School 1 WR. Soepratman
Samarinda and State Senior High School 1 Samarinda through a number of
questions submitted directly to the school principal or representatives provided
answers regarding the problem of protecting the rights of children with
disabilities at school. From the results of qualitative research, it was found that
schools really guarantee the rights of every child with disabilities at school.
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Pendahuluan

Persamaan hak antara anak-anak penyandang Disabilitas dan anak normal perlu dilakukan agar
terjamin hak-hak setiap anak tersebut. Banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang menerima dan juga
tidak menerima anak-anak penyandang disabilitas di sekolah mereka, oleh karena itu sanggat penting
untuk mengetahui apakah sekolah memiliki cara atau aturan yang diberlakukan di sekolah mereka
berkaitan dengan Hak Asasi Manusia terhadap anak-anak penyandang disabilitas di sekolah (Chams &
Garcia-Blandon, 2019; Publication, 2017; Simons, 2005). Penerapan dan perlindungan Hak Asasi
Manusia kepada penyandang disabilitas di Indonesia sudah menunjukan hal positif mulai dari hak untuk
hidup, mendapatkan pendidikan, hak kesehatan, hak politik, hak memperoleh pendidikan dan hak untuk
memperoleh keadilan dan perlindungan hukum (Asner-Self, 2003; Handayani et al., 2018; Sowby,
2020).

Hak-hak tersebut sudah diatur oleh pemerintah yang terdapat pada Undang-Undang No. 19 tahun
2011 tentang konversi hak-hak penyandang disabilitas. Ada pula PP No.75 tahun 2005 yang mengatur
mandat pelaksanaan aksi-aksi di bidang penyandang disabilitas. Serta UU No. 18 tahun 2016 tentang
penyandang disabilitas. Khusus pada bagian pendidikan mereka mendapatkan hak yang sama dalam
bidang pendidikan di sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah, mereka wajib
mendapatkan hak yang mana hak tersebut harus dijamin oleh negara melalui pemerintah (Caputi, 2003;
Epstein et al., 2017).

Ada sekolah-sekolah yang khusus memang menerima anak-anak penyandang disabilitas sehingga
sudah pasti anak-anak tersebut akan mendapatkan hak mereka dalam bidang pendidikan secara formal.
Serta perlindungan hak bagi anak-anak tersebut sudah menunjukan bahwa sekolah sudahlah pasti siap
dalam memberikan bimbingan dan perlindungan terhadap anak-anak penyandang disabilitas secara utuh
(Oon-Seng Tan, 2013; Suryaningsi, Marwiah, Jawatir Pardosi, Jamil , Asnar, Edi Rahmad, 2022;
Suryaningsi, 2018).

Namun demikian masih banyak pertanyaan yang belum terjawab secara baik bagaimana
penjaminan hak-hak setiap anak tersebut secara langsung di sekolah, masih banyak kasus pelanggaran
terhadap anak-anak penyandang disabilitas di sekolah mulai dari pembullyan, dijauhi teman dan
sebagainya (Ariza et al., 2020; Silubun & Putri, 2019; Singh, 1394; Suryaningsi, 2020). Kasus-kasus
pembullyan tidak hanya terjadi secara fisik tetapi juga secara verbal, hal tersebut terjadi tidak hanya di
sekolah tetapi juga ada yang sampai di luar sekolah serta kebanyakan teman-teman mereka berusaha
menjauhi temannya yang menyandang disabilitas dan masih banyak pelanggaran yang terjadi tetapi
tidak ada tindakan dari pihak sekolah (Gultom, 2021; Absori et al., 2020; Lian et al., 2018; Linda B,
2009; Neuman, 2003).

Pada hakekatnya pihak sekolah lah yang harus bertanggung jawab akan segala aktivitas di sekolah
yang melibatkan anak-anak karena mereka semua berada di bawah awasan pihak sekolah.
Diskriminasi terhadap sekolah-sekolah yang memiliki siswa penyandang disabilitas masih saja ada
sampai hari ini mulai dari anggapan bahwa itu sekolah tempat anak cacat dan sebagainya. Setiap
pelanggaran terhadap hak-hak anak-anak penyandang disabilitas masih saja terjadi sampai hari ini dan
hal tersebut memerlukan perhatian dari setiap pihak baik internal maupun eksternal.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dimana penelitian
ini dilakukan dengan subjeknya adalah pihak sekolah yaitu kepala SMP Katolik 1 WR.Soepratman
Samarinda dan Kepala SMA Negeri 1 Samarinda. Informasi yang diperoleh dari pihak sekolah
kemudian akan dijadikan informasi untuk mengetahui bagaimana proses cara dan tindakan yang
dilakukan oleh pihak sekolah dalam menjamin hak anak—anak penyandang disabilitas di sekolah
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mereka. Teknik pengumpulan data berupa wawancara. Alat penelitian pertanyaan-pertanyaan dan
dokumentasi gambar.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelitian yang di lakukan pada sekolah SMP Katolik 1 WR.Soepratman dan SMA
Negeri 1 Samarinda yang dimana kedua sekolah terebut adalah salah satu diantara sekolah dengan
akreditasi A di kota Samarinda sehingga hasil yang didapatkan dari penelitian dengan cara wawancara
adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah SMP Katolik 1 WR.Soeprataman
memberikan jawaban sebagai berikut, “Kita akan menerima siswa siswi penyandang disabilitas
tetapi tidak yang terlalu parah ya”, prosedur penerimaan siswa/l penyandang disabilitas dilakukan
secara umum atau sama seperti anak normal lainnya, lalu dalam proses belajar di kelas pihak sekolah
menyampaikan “Siswa-siswi penyandang disabilitas di sekolah kita akan kami perlakukan mereka
sama dengan teman-teman yang lain, tujuannya kita disini adalah untuk membangun rasa percaya
diri kepada anak-anak tersebut”.

Lalu dalam hal kesiapan guru di sekolah pihak sekolah menyampaikan “Pada dasarnya
pada sebelum mulai kegiatan pembelajaran Pada tahapan awal tahun ajaran baru itu biasanya
sekolah, panitia PPDB akan menyampaikan tentang kondisi anak termasuk di dalamnya itu adalah
anak-anak yang mengalami atau penyandang disabilitas tersebut, lalu kemudian nanti akan
ditawarkan kepada bapak ibu guru disampaikan kepada bapak ibu guru bahwa ada anak kita yang
mengalami ini dan nanti diharapkan untuk bisa bekerja sama dalam hal ini terutama dalam proses
kegiatan pembelajaran.

Setelah itu pihak sekolah juga menyampaikan berkaitan dengan kesiapan guru atau tenaga
didik dalam mengajar di kelas. “Sementara kami di sekolah ini tidak ada pelatihan khusus tetapi kita
memiliki guru BP/BK nanti kita akan diskusikan Bagaimana menangani anak yang mengalami apa
bisa berita tersebut dengan dari dengan informasi dari guru BP/BK ini dan terapkan dalam kegiatan
pembelajaran untuk semua guru yang mengajar anak-anak tersebut diharapkan untuk
memperhatikan tentang perkembangan anak itu”

Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan penanganan kasus, tindakan dan sikap
pihak sekolah terhadap anak-anak penyandang disabilitas, pihak sekolah menyampaikan “Ada
beberapa anak yang akan tetapi perlakuan atau kalau melanggar hak-hak mereka seharusnya tidak
pernah terjadi di sekolah tidak pernah (Bachireddy et al., 2020; Mulawarman et al., 2021; Paiman
et al., 2021; Schweisfurth et al., 2018).

“Dan sekolah biasanya bertanggung jawab atas semua anak-anak yang ada di sekolah ini
dengan demikian kita punya prinsip bahwa semua anak itu adalah sebuah pribadi yang harus
dihargai dengan baik jadi dari sekolah kita juga diharapkan tidak ada yang membully satu sama lain
karena kita mengajarkan anak lebih awal bahwa satu dengan yang lain adalah sama, karena kita
memiliki konsep atau menggunakan konsep bahwa semua manusia itu sama dimata Tuhan Karena
manusia itu diciptakan secitra dengan Allah itu sendiri maka kami tidak akan kalau seandainya ada
anak disabilitas yang haknya dilanggar oleh teman-temannya maka anak-anak itu nanti akan
ditindak tegas dengan catatan bahwa bukan ditindak tegas maksudnya dikeluarkan dari sekolah,
tetapi kita akan memberikan pendidikan pendampingan kepada anak-anak ini supaya bisa
memahami dengan yang lainnya”

Kemudian dalam hal penjaminan hak-hak anak-anak penyandang disabilitas pihak sekolah
menyampaikan: “cara sekolah untuk menjamin haknya itu adalah yang pasti kita akan serahkan yang
pertama kepada wali kelasnya supaya wali kelasnya itu bisa menjamin bahwa anak di dalam itu
tidak melanggar yang merupakan hak-hak orang lain yang kita lakukan.
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lalu kemudian yang memiliki peranan yang kuat untuk membangun karakter untuk
karakter semua anak di dalam kelasnya sehingga mereka mampu untuk saling menghargai Jadi pada
dasarnya Kita tidak pernah membeda-bedakan anak atau tidak Kita samakan semua seperti itu dan
ini sekolah selalu menekankan supaya guru BP/BK itu bekerja secara ekstra untuk anak ini dan
biasanya BP/BK itu bekerja sama dengan orang tua tentang bagaimana caranya dalam mendidik
anak tersebut.

Salah satu contoh dulu ada siswa kita mengalami masalah pada otaknya yang ini kan kau
di mana anak itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan perintah lalu kita harus memberikan
dia perintah yang harus berlawanan dengan itu agar anak tersebut bisa paham dan mampu mengikuti
pembelajaran di kelas dan kita tidak pernah melakukan tindakan paksaan secara fisik dan kita
memperlakukannya dengan baik agar anak itu bisa belajar di kelas juga.”

Kemudian pihak sekolah menyampaikan bagaimana sekolah dalam memberikan
pembelajaran tentang Hak Asasi Manusia secara umum kepada warga sekolahnya pihak sekolah
menyampaikan “Kebetulan di sekolah ini kan pada waktu anak masuk sekolah ya kita melakukan
yang namanya Masa Orientasi Siswa ya, MOS itu materi yang kita berikan juga berkaitan dengan
HAM, agar nanti akan dilanjutkan dengan apa di dalam kegiatan pembelajaran terutama yang
berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan itu nanti akan disampaikan itu semua dan betul
bahwa kita memiliki satu hal yang kita ini di sekolah kita lebih kepada pembinaan karakter”.

Kemudian sebagai penutup pihak sekolah menyampaikan harapannya mengenai
penjaminan Hak Asasi Manusia terhadap anak-anak penyandang disabilitas maupun anak-anak
normal lainnya serta seluruh warga sekolah pihak sekolah menyampaikan: “Harapan-harapan
kami sebagai guru di sekolah ini adalah bahwa setiap warga negara, setiap pribadi itu hanya itu
terjalin dengan baik dari statusnya dalam hal ini tidak ada satu orang pun yang melecehkan satu
yang lainnya karena kebetulan kalau Kita ini merupakan salah satu contoh pembauran yang dari
berbagai suku dan dari berbagai agama dengan dari suku yang minoritas sampai yang mayoritas di
sini jadi kita selalu lebih pada bagaimana orang menghargai orang yang lainnya, sebagai itu kembali
lagi ke ajaran kita kan ini “unggul kasih” dan jadi kita peduli terhadap sesama kita mengasihi sesama
dengan demikian kita mengasihi sesama maka akan terjamin dengan baik (Corbetta, 1394; Meme
Robert Mbae, 2015; Sommers et al., 2019; Suryaningsi, Warman, Komariyah et al., 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah SMP Katolik 1 WR.Soepratman
Samarinda banyak memberikan jawaban yang menyatakan bahwa sekolah tersebut tidak pernah
terdapat kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap anak-anak penyandang disabilitas, dan bila
terdapat masalah tersebut maka pihak sekolah sudah pasti akan melakukan tindakan pencegahan dan
penanganan bila ada kasus-kasus pelanggaran di sekolah mereka.

Kemudian masuk ke hasil penelitian di salah satu sekolah menengah di Samarinda yaitu, SMA
Negeri 1 Samarinda yang dimana sekolah ini adalah salah satu dari sekolah-sekolah unggulan di kota
Samarinda, oleh sebab itu penelitian ini dilakukan di sekolah tersebut untuk mencari tahu apakah pihak
sekolah sudah menjamin hak-hak setiap anak-anak penyandang disabilitas, dimulai dengan pertanyaan
berkaitan dengan proses penerimaan siswa/l di sekolah tersebut pihak sekolah menyampaikan “Untuk
penerimaan siswa kita mengikuti yang aturan dari PPDB secara normal kebetulan untuk yang disabilitas
itu diplot beda sekolah, sekolah yaitu di SMA Negeri 8 kemudian yang sekolah-sekolah yang lain untuk
disabilitas itu itu tidak tercover”

Kemudian mengenai prosedur penerimaan calon siswa/i penyandang disabilitas pihak sekolah
menyampaikan “Ini juga di dalam apa namanya yang PPDB tersebut yang dipakai alat ukur anak-anak
itu diterima apa tidaknya itu sesuai dengan yang pertama kalau yang jalur aspirasi dia ini
dikelompokkan menjadi prestasi kalau dia mempunyai prestasi yang bagus untuk masalah
disabilitasnya itu tidak terdefinisikan jadi istilahnya dia itu nanti masuk apa tidak kalau dia tidak ada
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surat keterangan disabilitas nya di situ dia pakai aturan yang yang biasa yang prestasi punya yang aturan
umum”.

Lalu mengenai bagaimana cara siswa/i penyandang disablilitas belajar dikelas pihak sekolah
menyampaikan “Kalau seandainya sudah masuk di SMA 1 ternyata anak itu adalah disabilitas maka
kita berikan fasilitas yang terbaiknya kalau seandainya dia ini apa saja kekurangan fisik maka diberikan
kelas yang lantai satu yang mudah dijangkau oleh yang kursi roda itu kalau seandainya dia ini misalnya
pandangan tidak jelas isikan duduk yang di depan yang penting itu memberikan informasi sejelas-
jelasnya kepada sekolah atau wali kelas yang ada”.

Mengenai bagaimana kesiapan guru atau tenaga pendidik pihak sekolah menyampaikan “Kalau
guru dia ini sudah melekat perlakuannya secara umum kepada anak-anak, bagaimana konsepnya supaya
anak-anak itu menerima pelajaran dengan sempurna dengan kekurangan si anak itu guru itu paham
dimana seharusnya anak ini diposisikan itu untuk ikut didalam metode pembelajaran”. Mengenai
apakah ada kesiapan atau pun pelatihan-pelatihan khusus kepada guru atau tenaga pendidik pihak
sekoOlah meyanikan tidak ada pelatihan secara khusus dan hanya menjalankan sesuai dengan keadaan
dilapangan.

Selanjutnya menenai permasalahan ataupun khasus-khasus pelanggran disekolah terhadap anak-
anak penyandang disablilitas pihak sekolah menyampaikan ‘“Kalau pelanggaran itu itu kan sudah
umum anak-anak itu biasanya pasti ada aja yang melanggar tata tertib dan lain-lainnya tetapi kalau
seandainya anak ini kayak #disabilitas dia sengaja ditekan itu rasanya tidak mungkin jadi pelanggaran
ini ya biasa yang anak-anak ini sekarang kan selalu itu inginnya ingin ada aja yang dilanggarnya dari
tata tertib yang ada tapi secara etika dia ini tidak mungkin akan m yang bisa”.

Mengenai sanksi dan tindakan sekolah terhadap anak yang melanggar aturan dan melakukan
tindakan yang merndahkan ataupun mel;ecehkan terhadap anak-anak penyadang disablilitas pihak
sekolah menyampaikan “Kita punya matriks daripada kesalahan anak Jadi kalau masalah anak itu
misalnya ringan sangsinya ya berupa teguran, pemanggilan orang tua, kalau sampai seandainya berat
maka kemungkinan saja kita berikan sanksi yang berat yaitu tetap turun ke sekolah tetapi pembelajaran
yang kita adakan tetapi khusus kita berikan bimbingan khusus supaya anak tidak terbiasa untuk
mengganggu anak yang lain”.

Pihak sekolah menyampikan bagimana cara seklolah mejamin setiap hak-hak anak-anak
penyandang disabilitas disekolah mereka dalam hal pendidikan sekolah menyampaikan “Sekolah sih
menjamin setiap siswa nya jangan sampai ada katakan di dalam proses pembelajaran, tetapi kita kembali
lagi keterbatasan jumlah personil kita kemudian jumlah-jumlah anak ini mungkin ada yang istilahnya
terabaikan dan lain-lain itu kan karena kekurangan personil, Kalau kami tapi secara umum semua siswa
itu akan dijamin akan mendapatkan pelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan nya di suatu sekolah
itu”.

Mengenai apakah sekolah sudah memberikan pendidikan dan pemahaman Hak Asasi Manusia
secara Umum kepada warga sekolahnya, pihak sekolah menyampaikan “Sekolah itu di awal
pembelajaran itu kan ada istilahnya masa orientasi sekolah atau pengenalan sekolah, disitu masuk
menyampaikan tata tertib yang di sekolah kemudian yang berikutnya ada pelajaran-pelajaran tertentu
dia akan mengambil bagian-bagian untuk menjelaskan atau menerapkan tentang hak asasi itu jadi tidak
ada waktu khusus jadi ikut nanti ke dalam mata pelajaran seperti mata pelajaran agama, pkn dan sejarah
itu masuk

Dan sebagai penutup pihak sekolah menyampaikan harapan terhadap penjaminan HAM di sekolah
terhadap anak-anak penyandang disabilitas maupun anak-anak normal lainnya serta seluruh warga
sekolah: “Harapan saya semua warga sekolah itu menghargai hak asasi seseorang Jangan sampai hak
seseorang itu diabaikan oleh orang-orang tertentu semua menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia”.
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Menurut Undang-Undang Rl Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak asasi
manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian HAM adalah hak yang dilindungi
secara internasional  (yaitu deklarasi PBB Declaration of Human Rights), seperti hak untuk
hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Dan Hak asasi
manusia menurut Piagam PBB adalah hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak untuk memperoleh
nama baik, hak untuk kemerdekaan hidup, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak mendapatkan
pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk hidup, hak
menganut aliran kepercayaan atau agama tertentu, dan hak memiliki sesuatu.

Menurut UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Penyandang
Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau
sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

Perlindungan, penjaminan Hak Asasi Manusia kepada para penyandang disabilitas telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mana Undang-
Undang tersebut menjelaskan, mendeskripsikan serta mewajibkan semua orang untuk menjamin setiap
hak-hak penyandang disabilitas. UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menjelaskan
bermacam jenis disabilitas diantaranya, Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas
intelektual, Penyandang Disabilitas mental, dan/atau Penyandang Disabilitas sensorik. Kemudian dari
pada itu UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 5 ayat (1), (2) dan (3), menjelaskan
hak-hak setiap penyandang disabilitas.

Lalu lebih jelas lagi diatur pada Pasal 10 tentang Hak Pendidikan, Hak pendidikan untuk
Penyandang Disabilitas meliputi hak: mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan
di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; mempunyai Kesamaan
Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis,
jalur, dan jenjang pendidikan; mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan
yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan mendapatkan
Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Berdasarkan dengan data tahun 2019, jumlah anak di Indonesia berada pada 31,6% atau 84,4
juta anak. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari angka sebelumnya yaitu 80 juta. Dari data
tersebut, tidak semuanya berada dalam keluarga yang utuh, terdapat pula sejumlah anak-anak yang

masuk dalam kategori penyandang disabilitas, Berdasarkan data diatas anak disabilitas usia 2 sampai
17 tahun, berdasarkan tempat tinggal dan jenis kelamin berada dalam angka 0,79%. Sedangkan
persentase anak penyandang disabilitas usia 7 sampai 17 tahun berdasarkan partisipasi sekolah
mengalami kesulitan untuk dapat bersekolah dengan layak.

Permasalahan-permasalahan mengenai pendidikan bagi penyandang disabilitas memiliki
banyak faktor, faktor-faktor tersebut bisa berasal dari keluarga, masalah ekonomi, pengaruh
lingkungan, dan budaya masyarakat setempat, itulah mungkin beberapa faktor yang mempengaruhi
bagaimana penyandang disabilitas dalam hal pendidikan dan kemungkinan masih banyak faktor
lainnya lagi yang mungkin saja mempengaruhi hal tersebut.

Kemudian dalam hal sarana dan prasarana masih banyak pula sekolah-sekolah umum yang
tidak memiliki fasilitas bagi penyandang disabilitas yang bisa digunakan bahkan tidak ada sama sekali
di suatu sekolah baik sekolah negeri maupun swasta, yang mana sekolah-sekolah tersebut paling
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banyak jumlahnya dibandingkan dengan sekolah khusus anak berkebutuhan, kemudian dengan
perbedaan-perbedaan fasilitas di sekolah juga menimbulkan persoalan lainnya lagi, dimana tidak
semua sekolah umum bisa menyediakan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas di sekolahnya
sehingga menyulitkan bagi anak dan juga pihak sekolah itu sendiri.

Tidak hanya itu, ada pula permasalahan lainnya yaitu kurangnya sumber daya manusia, yaitu
guru dan tenaga pendidik dalam mengajar anak-anak penyandang disabilitas di sekolah umum negeri
atau swasta juga menjadikan masalah, karena dengan kurangnya sumber daya guru dan tenaga
pendidik yang mengerti cara menangani anak-anak penyandang disabilitas akan sanggat menyulitkan
dalam proses belajar mengajar di kelas, dan juga minimnya serta tidak adanya pelatihan kepada guru
dan tenaga pendidik di sekolah umum mengenai bagaimana penanganan cara mendidik anak-anak
penyandang disabilitas di sekolah mereka yang menyebabkan kurang pahamnya siswa/l penyandang
disabilitas dalam belajar di kelas, karena guru atau tenaga pendidik salah dalam cara pemberian
pembelajaran di kelas

Kemudian juga permasalahan yang sering timbul adalah masalah perlakukan tidak
menyenangkan atau bisa di sebut bullying yang dilakukan oleh teman-teman anak penyandang
disabilitas tersebut, banyak terdapat kasus pelanggaran serupa di banyak tempat tapi sedikit juga
penanganan dan penegakan yang dilakukan oleh sekolah itu sendiri, dengan demikian berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan kepada sekolah umum baik negeri maupun swasta baik tingkat
menegah pertama sampai atas di kota Samarinda, menujukan bagaimana cara, sistematika dan
bagaimana cara sekolah dalam menangani masalah anak-anak penyandang disabilitas melalui prosedur
yang tersedia.

Masing-masing sekolah mempunyai metode nya sendiri dalam mengajar anak-anak
penyandang disabilitas di sekolah mereka, hal itu menyebabkan perbedaan kualitas cara mendidik anak
penyandang disabilitas di setiap sekolah juga berbeda, hal itu terjadi karena tidak adanya ukuran atau
cara pasti serta prosedur bagaimana cara mendidik anak penyandang disabilitas di sekolah-sekolah
tersebut. Oleh karena itu negara melaui pemerintah kewajiban untuk menjamin serta memberikan
kepastian hukum kepada penyandang disabilitas, terlebih dalam hal pendidikan yang dimana hal
tersebut adalah bagian terpenting dalam hal pembentukan karakter, penambahan wawasan dan tempat
berkembangnya nak-anak, hal mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas telah tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada bagian hal pendidikan
pada Pasal (40) sampai (44), yang sudah jelas mengatur tentang pemenuhan hak penyandang
disabilitas dalam hal pendidikan.

Pemerintah memiliki peranan penting dalam penjaminan dan pemenuhan hak-hak penyandang
disabilitas untuk dapat memperoleh pendidikan yang layak, pemerintah sendiri sudah memiliki legal
standing untuk bisa menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Melalui Kemendikbutristek pemerintah
memiliki kewenangan dalam menyusun rencana dan pengawasan kepada sekolah-sekolah umum baik
negeri maupun swasta tentang bagaimana mekanisme dan prosedur mengenai penanganan kepada
anak-anak penyandang disabilitas di sekolah agar hak mereka dalam memperoleh pendidikan dapat
dicapai dengan baik tanpa diskriminasi dari pihak lain.

Simpulan

Penerapan Hak Asasi Manusia kepada anak-anak penyandang disabilitas di sekolah umum
masih terdapat masalah diantaranya masalah sarana dan prasarana yang menunjang proses belajar bagi
anak- anak penyandang disabilitas yang masih kurang bahkan tidak ada di sekolah umum serta
keterbatasan sumber daya manusia yaitu guru dalam mendidik anak-anak yang mengalami keterbatasan
baik fisik ataupun mental (penyandang disabilitas) sehingga sangat menyulitkan pihak sekolah dan anak
itu sendiri dalam proses belajar di kelas. Serta pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin
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pemenuhan hak- hak penyandang disabilitas dalam banyak hal terutama dalam bidang pendidikan,
yang dimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
BAB IV tentang Pelaksanaan Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,
bagian ke tiga tentang Pendidikan dari pasal (40) sampai (44).  Pemerintah wajib melakukan tindakan
untuk bisa membangun sekolah-sekolah umum yang ramah penyandang disabilitas, sehingga tidak
terdapat perbedaan dari setiap sekolah di bagian fasilitas untuk dapat membantu proses belajar dan
mengajar di kelas yang melibatkan anak-anak penyandang disabilitas.
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